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BUPATI CIANJUR,

PERATURAN BUPATT CIANJUR
NOMOR : 14 TAHUN Z01Z

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH IGBUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT IUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '. a.

BUPATI CIANJUR

bahr^ra berCasarkan ketentuan pasal 23 Undang_
Undang No,nor 28 Tahun lggg tentang penyel"nggui,
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Xotusi
dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang -undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara Neglra
lrarus rnelaporkan dan mengumumt<an frarta
kekayaannya dan bersedia dilakikan pemeriksaan
terhadi.rp kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini;

bahvra untuk mendukung tercapainya penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) dipertukan komitmen bagi
Penyelenggara Negara pada pemerintah Kabupaten
Cianjur untuk melaporkan kekayaannya;

bahwa untuk memperkuat kornitmen tersebut dalam
pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan
kerjasama sinergis dengan Komisi pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan
harta kekayaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu
menetapkan Peraturan l3upati tentang penyampaian
Laporan Harta l(ekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianiur

b.

c.



7

Mengingat : 1.

Memperhatikan

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-LJndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimar,a
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001',

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. lnstruksi Presiden Nomor S Tahun ZOOI tentang
Percet ratan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/03/M.PAN/O1 2OAS tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apar-atur
Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SEiO1/M.PAN/O11}OOA tentang
Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara untuk pengangkatan pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
lndonesia Nomor Kep. 07 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

3.

4.

5.

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianiur

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten cianjur

3. Bupati adalah Bupati Cianjur

4 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur yang menjalankan fungsi eksekutif, yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5, Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kr:misi Pemberantasan Tindak pidana
Korupsi.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut
LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang
dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana
terlampir dalam Keputusan ini.

7. Harta Kekayaan PN adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta istri dan
anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak
bergerak, maupun hak-hak lainya, yang dapat dinilai dengan uang yang
diperoleh PN sebelum, selama dan seterah memangku jabatannya.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

PASAL 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN,

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKpN di ringkungan

Pemerintah Kabupaien Cianjur terdiri dari :

1. Bupati Cianjur

2. Wakil Bupati Cianjur

3. Sekretaris Daerah

4. Pejabat Struktural Eselon ll dan Eselon lll.

5. Direktur BUMD, Direktur RSUD

6. Auditor

^ ^^^..,^:^ ^
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8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (p2upD)

Pasat 3

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
(1)LHKPN sebagaimana dimakasud pada pasal 2 disampaikan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKpN pada lnspel<torat
Daerah Kabupaten Cianjur

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat)
rangkap, untuk disampaikan kepada ::

a. Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. lnspektorat Daerah Kabupaten Cianjur selaku Tim pengelola LHKpN
Kabupaten Cianjur

c. Tim LHKPN sKpD penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKpN disampaikan kepada :

a. Asli untuk Penyetenggara Negara;

b. Foto copy untuk lnspektorat Daerah Kabupaten cianjur dan
c. Foto copy untuk pengerora LHKpN masing - masing sKpD.

penverenssara Nesara wajib ,"nyr,;;:;:: .-**rN kepada KpK pada saat:
a. Pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali
b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya

masa jabatan atau pensiun

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara

Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal s huruf a,

melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN
sebagaimana lampiran ,disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(Tiga) bulan terhitung seja,i saat pengangkatan pertama/pengangkatan

kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 b wajib

menyampaikan LHKPN

a. Selama menjabat secara periodik setiap setahun sekali atas harta
kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember



b. Penyampaian LHKPN dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka

waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)terdiri dari :

a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

b. Ketua / Koordinator LHKPN : lnspektur

c. Sekretaris : Sekretaris lnspektorat

d. Anggota : 1. Asisten Bidang Pemkesra

2. Asisten Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

3, Kepala BKPPD

4 Kepala Bagian Hukum

e. AdministratorAplikasi LHKPN : lnspektorat Daerah

f UserAplikasi LHKPN : lnspektorat Daerah

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal :

(1) Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN,Tambahan Berita

Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan korespondensi

lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN

dalam menyarnpaikan dan mengumumkan LHKPN

(3) Sosialisasi kewajiban menyampaikan LHKPN

b. Mengingatkan para pejabat wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban

menyampaikan LHKPN

c. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN

yang tidak menyampaikan LHKPN

d. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

e. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah,



f. Administrator aplikasi LHKpN mempunyai tugas :

(1) Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan
data pejabat waiib LHKPN dilingkunganPemerintah daerah Kabupaten
Cianjur

(2) Melakukan koordinasi dengan KpK mengenai pengeroraan dan
pengadministrasian aplikasi wajib LHKpN.

(3) Melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis tata cara
pengisianFormulir LHKpN.

(4) Tim Pengelola LHKPN sebgaimana dimaksud datam ayat (1) dibantu oleh
sekretariat yang berada di rnspektorat Daerah Kabupaten cianjur

(5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)
dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan kepada Bupati cianjur

BAB IV

SAN KS I

PASAL 8

(1)Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri sipil jika tidak
menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi
disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2o1o
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana rJimaksud dalam ayat (1)terdiri dari :

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
b. Pembebasan darijabatan

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

PASAL 9

('l)Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal g
ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-

masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada

Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud

pada Pasal B

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan pasal 9
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Kabupaten cianjur sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2}rc tentang Disiplin pegawai Negeri
Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2O1O

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Neger, Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan

Peraturan Bupati cianjur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Pemerintah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanogal : 27 Maret 2017

BUPATI CIANJUR

Ttd

,IRVAN RIVANO MUCHTAR

: Cianjur
:27 Maret 2017

RAH MBUPATEN CIANJUR

,eX-{CECEP S ALAMSYAHJN A N J---
= ::*-"

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 14
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